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(910 Nomorl34 Tahun 2000 tentang Perubabhan UU Nomaor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi{ Daerah antara lain
memberikan pedoman kebijakan dan  araban 'bagi daerah dalam
pelaksapaan pemungutan pajak daerah. Daerah diberi peluang untuk
menggali jenis—jenis pajak daerah baru selain vyang ditetapkan
dalam UU. Adanvya perubahan ini tentunya menarik untuk dikaji
meningat pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

asli daeran vyang peranannya sangat penting dalam menunjang
otonomi daerah, '

Tujuan penelitian ini antara lain adalabh untuk mengetabui
perubahan—perubahan mendasar apakah vang terdapat dglam
pemungutan pajak daerah khususnya setelah dikeluarkannya Uu
nomar 34 tahun 2000, kendala-kendala apa vang ditemul, bagaimana
pengarubnya terbadap pslaksanaan otonomi daerah.

Metode penelitian vang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode Yuridis Normatif, vyang menitikberatkan data
sekunder. Adapun lokasi penelitiannya di Kota Semarang.

Hasil utama dalam penelitiam ini adalah UU Nomor 34 tahun
2000 berdampak positip terhadap pelaksanasan otonomi daerah,
karema daerah diberi keleluasaan dalam menggali sumber-sumber
keuangan daeralh khususnya dari sektor pajak dserah. Disamping
itu dengan berlakunya UU Nomor 34 Tahun Z000, penerimaan pajak

daerah di kota Semarang mengalami peningkatan.



SUMMARY

THE STUDY OF REGIONAL TAXES COLLECTIONS AND ITS ROLE TO
SUPFORT REGIONAL AUTONOMY AFTER UU NO. 34 TH. 2000

Law number 34 of 2000 on the changing of law number {B,
1997 on Local Tax and lLocal Retribution interalia providing
policy guideline and direction to local government to collect
local tax. The logcal government is rendered and oppoartunity to
take another local tax beside provided in the law as far as
subject to requirements. The changing of course needs to be
researched doe to the 1oéa1 tax is one of resourches that has a
significant role to desentralitation. '

The gnal of this research to know about how policy’'s local
government to collect local tax after law number 34 of 2000,
haw influencing Regional Act againts Regional Authonomy
impletation on Semarang. )

There is lecal Normative methode to search data, that is
legal research with secondary data as resogurches data.

The output of this research, the role of local tax is very
important to support regional autonomy. Until vyear .2002,
Saemarang qovernment has not yet collected new local tax, but to
increasing local government’'s income from local tax by means of

intensification and ekstensification.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAXANG

Dalam penvelenggaraan pemerintahan daerah , negara Indonesia
menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Berdasar asas desentralisasi, kepada daerah diberikan
kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Sehingga dalam negara Indoresia sebagai negara kesatuan terdapat
tdaerah-daerah kPropinsi dan Kabupaten maupun Kota ) vyang bersifat
otonom.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1943 yang menyebutkan bahwa :

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
Propinsi dan daetrah Propingi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, vang tiap~tiap propinsi, kabupaten dan Kkota mempunyal
pemerintah daerah yang diatur dengan undasng—-undang.
Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 UUD 1945 tersebut,
maka dikeluarkan undang—undang tentang pamerintah daerah,.
Mengenail undang—undang tentang pemerintahan daerah ini telah banyak.
mengalami perubahan sesual dengan perkembangan keadaan, vyaitu
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan
Daerah; |

2. Undang—undang Nomor 44 tahun 1930 tentang Pokok—-pokok
Pemerintahan Daerah Indonesia Timur; ‘

3. Undang—undang Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah; '

4, Undang—undang Nomor S Tahun 1974 +tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerahg H

5. Undang~undang Nomar 22 Tahun 19299 tentang Pemerintahan
Daerabh,.

Berdasar Undang—-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenténg
Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 1 huruf (i) dinyatakan

bahwa Daerah Otonom adalah kasatuan masyarakat hukum yvang mempunyai
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batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat menurut parzkarsa sendivri berdasarkan aspirasi.

masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat menyelenggarakan otonaomi dengan sebaik-baiknya
maka ada beberapa faktor atau syarat yvang perlu mendapat perhatian.
Salah satu faktor tersebut adalab faktor keuangan,1 karena hampir
setiap penvelenggatraan Kkegiatan pemerintahan pasti membu tuhkan
biaya. Semakin besar jumlah dama vyang tersedia maka akan makin
mendukung penvyelenggaraan otonomi daerah. HMal ini sesuai dengan apa
yvang dikemukakan oleh Pamuiji, sebagai berikut :

Pemerintah daerab tidak akan dapat melaksanakan  fungsinvya
dengan efektip dan efisien tanpa biaya vyang cukup untuk
memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah vyang
merupakan salah satu dasar kriteria wuntuk mengetahui secara

nyata kEmampuan daerah dalam mengurus Fumah tangganvya
sendiri.
Adapun mengenal sumber keuangan daerah diatur dalam

Undang—undang Nomor 22 tahun 1999 tentang FPemerintah Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 tahun 19292 tentang . Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Déerah, vaitu terdiri atas :

-

1. Pendanatan Asli Daerah, yaitu
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hagil Retribuzi Daerah
¢. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
kakayaan Daarah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4, Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdagsarr uraian di atas terlihat bahwa salabh satu  sumber
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pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah. adalah
pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk
pembiayaan rumahtangga pemerintah daerah ter“sebut.3 Pajak daerah

dipungut berdasarkan peraturan daerah,

Mengenai Fajak Daerah ini, pada tahun 1997 ferdapat parubahan
tentang undang-undang vyang mengatur tentang pajak daerah.
Sebelum tahum 1997 pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor
11 Drt 1957 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada
tahun 1997 Qndang—undang tersebut diganti dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997. | |

Menurut Undang-undang Nomcr 18 Tahun 19227, pemungutan pajak
daerah disederhanakan yaitu Jjenis-jenis pajék daerah yang dapat
dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Probinsi) dan pemerintab
daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota) terbatas hanya yang
tersebut dalam Undang—undang tersebut. Daerah (baik Propinsi maupun
kota /kabupaten) tidak diperkenankan uwntuk memungut Jjenis pajak
daerah selain yvang telah ditetapkan undang-undang.

Namun demikian Undang—undang nomor 18 tahun 1997 iniﬂ tidak
berlaku lama, karena pada tabun 2000 dikeluarkan undang-—undang
pajak daerah yang baru vaitu undang-undang Nomor 34 tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maksud dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah untuk :

1. memberikan kewenangan vyang lebih luas, nyata dan

‘bertanggungiawab kepada daerah;

2. Memantapkan otonomi daerah karena pajak daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerabh vyang penting guna
membiayal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.

3. untuk menekankan prinsip demckrési, peranserta masyarakat,

pemeratéan dan keadilan dan memanfaatkan potensi daerah.
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Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan jenis~jenis pajak
daerah yvang dipungut oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah  Kota
atau Kabupaten, yaitu 4 (empat) jenis pajak daerah untuk pemerintah
Propinsi dan 7 (tujuw) Jenis pajak daerah untuk pemerintah
kabupaten/kota. Namun demikian menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000, daerah Kabupaten / kKota diberi kewenangan untuk meﬁungut
jenis pajak baru yvang belum diatur asal wmemenuhs kriteria/ssyarat
yvang ditentukan undang-undang {(Pasal 2 ayvat 4 UU Nomoar 34 Tahbun
200Q0). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perekonomian
kabupaten atau kota pada saat ini dan masa aendatang yéng
mengakibatkan perkembangan potensi jenis pajak baru  yang mungkin
dapat dipungut oleh kabupatens/kota dalam rangka menambah pendapatan
daerah.

Adanya perubahan tersebut tentunya menarik untuk dikaji,

Khususnya dalam kaitannya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah
sebagai berikut @

1. Bagaimana pemungutan pajak daerah setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, apakah pemerintah daerah
memungut jenis—~jenis pajak daerah vyang baru selain vyang

ditetapkan undang-~undang.

2. Apakah dengan adanya perubahan seperti vyang diatur dalam
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000  dapat menunjang

pelaksanaan otonomi daerahy





